
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
NOMOR  4  TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PENATAAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN  

TELEVISI MELALUI KABEL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
          

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  

Menimbang 
 

: a. 
 
 

bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh 
informasi melalui Lembaga Penyiaran 
Berlangganan Televisi Melalui Kabel sebagai 
perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 
dilaksanakan secara bertanggungjawab 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

  b. bahwa untuk menjaga terlaksananya otonomi 
daerah dan penyelenggaraanjasa penyiaran 
berlangganan televisi melalui kabel yang menjamin 
terciptanya tatanan informasi yang adil, merata, 
dan seimbang dalam kehidupan sosial, budaya, 
politik, dan ekonomi, yang transparan dan 
bertanggung jawab, maka perlu dibentuk payung 
hukum untuk menjamin hal-hal tersebut dapat 
terkelola dan terlaksana dengan baik;  

  c. bahwa perkembangan lembaga penyiaran 
berlangganan televisi melalui kabel yang 
sedemikian pesat di daerah, maka dibutuhkan 
pengaturan yang jelas dan tegas, agar 
kehadirannya dapat dikelola secara benar dan 
tepat dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat dan meminimalisasi potensi konflik 
serta persaingan usaha yang tidak sehat, 
keindahan estetika kota, dan dampak siaran yang 
dipancarkan secara luas kepada masyarakat;   

 



              

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan 
Televisi Melalui Kabel di Provinsi Kepulauan Riau; 
 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak sehat (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 3817); 
 

  2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 3821); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan  
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3881); 
 

  4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 
pers (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3877); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4235); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4237); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4252); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 



Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4844); 

  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

  10. 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesiaNomor 4846); 

  11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 

  12 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara repubik 
Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5060); 

  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang 
Perfilman (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5060); 

  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 
tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga 
Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565); 



  16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 
Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 129, 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4568); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor4593); 

  19. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral 
Republik Indonesia Nomor 048 Tahun 2006 
tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik 
untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, 
dan Informatika; 

  20. 

 

 

21. 

 

 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Nomor 28/P/M. 
Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 

Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika 
Republik lndonesia Nomor 49/PER/M. 
KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik 
Penyiaran; 

 

  22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Nomor 24/PER/M. 
KOMINFO/05/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari 
Penyelenggaraan Penyiaran; 

  23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Nomor 49/PER/M. 
KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknis 
Penyiaran; 



  24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Nomor 51/PER/M. 
KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis 
Perangkat Penyiaran; 

  25. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 
03/P/KPI/12/2011 tentang Standar Program 
Siaran; 

  26. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 
01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku 
Penyiaran; 

  27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 
6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau (Lembaran Daerah provinsi 
Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
Dan 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN 

LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI 
MELALUI KABEL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. 

 


